
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1832, 2016 KEMTAN. Kawasan Pertanian. Pengembangan. 

Pedoman. 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 56/Permentan/RC.040/11/2016 

TENTANG 

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan bagi perencana dan pengambil 

kebijakan dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pengembangan kawasan pertanian telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman 

Pengembangan Kawasan Pertanian; 

b. bahwa dengan adanya dinamika perencanaan kebijakan 

dan program pembangunan jangka menengah nasional 

serta perencanaan kebijakan dan program pembangunan 

jangka menengah di bidang pertanian, Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 sudah 

tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

mendorong percepatan pengembangan kawasan 

pertanian nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pertanian tentang Pedoman Pengembangan Kawasan 

Pertanian; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4660); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 

149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5170): 
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9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5433); 

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5613); 

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5619); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 48  Tahun 2011 tentang 

Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5260); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang 

Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5296); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2015-2019; 

19. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada 

Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ 

OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan 

Peruntukan Pertanian; 

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ 

OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan 

Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning ; 

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/ 

Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman 

Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250); 

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ 

RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pertanian Tahun 2015-2019; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 

PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai 

acuan perencana dan pengambil kebijakan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan implementasi pengembangan kawasan pertanian. 

 

Pasal 3 

(1) Kawasan pertanian terdiri atas Kawasan Pertanian 

Nasional, Kawasan Pertanian Provinsi, dan Kawasan 

Pertanian Kabupaten/Kota. 

(2) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kawasan komoditas prioritas tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan. 

(3) Lokasi Kawasan Pertanian Nasional untuk komoditas 

prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

peternakan disusun dalam 1 (satu) dokumen ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Pertanian. 

(4) Lokasi Kawasan Pertanian Provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur. 

(5) Lokasi Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota. 

 

Pasal 4 

(1) Menteri mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan 

untuk mengakselerasi percepatan pengembangan kawasan 

pertanian yang telah ditetapkan sebagai Kawasan 

Pertanian Nasional. 
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 (2) Gubernur dan bupati/walikota mensinergikan arah 

kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan 

Kawasan Pertanian Nasional dengan Kawasan Pertanian 

Provinsi dan Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota. 

(3) Arah kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan 

kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, 

kelestarian sumber daya alam, sosial budaya masyarakat 

dan selaras dengan rencana pembangunan daerah. 

 

Pasal 5 

(1) Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan pertanian 

provinsi wajib menyusun masterplan sebagai acuan 

teknis dalam menyusun arah pengembangan kawasan 

pertanian di tingkat provinsi. 

(2) Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

setelah penetapan Kawasan Pertanian Nasional dan/atau 

Kawasan Pertanian Provinsi.  

 

Pasal 6 

(1) Satuan Kerja yang melaksanakan urusan pertanian 

kabupaten/kota wajib menyusun action plan kawasan 

pertanian sebagai acuan teknis dalam menyusun rencana 

dan melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan 

pertanian di tingkat kabupaten/kota. 

(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengacu pada masterplan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5. 

 

Pasal 7 

(1) Satuan Kerja dalam menyusun masterplan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dan action plan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan dan ditelaah oleh 

Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi bidang 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

peternakan sesuai tugas dan fungsi. 
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 (2) Pelaksanaan masterplan dan action plan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan 

evaluasi oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan 

fungsi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan 

dan peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal yang 

menyelenggarakan fungsi bidang tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan 

tugas dan fungsi dilaporkan kepada Menteri. 

 

Pasal 8 

(1) Pendanaan pengembangan kawasan pertanian 

bersumber pada swadaya masyarakat, investasi swasta, 

perbankan, BUMN/BUMD, APBD Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan/atau APBN. 

(2) Pendanaan pengembangan kawasan pertanian yang 

bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk mendukung: 

a. pengembangan Kawasan Pertanian Nasional yang 

dirancang dalam kerangka pembiayaan jangka 

menengah sesuai tahap-tahap rencana pelaksanaan 

program dan kegiatan yang tertuang di dalam 

masterplan dan action plan; dan 

b. kegiatan yang termasuk kategori kegiatan 

pengungkit percepatan pengembangan Kawasan 

Pertanian Nasional dan kegiatan penyelenggaraan 

standar pelayanan teknis minimal di bidang 

pertanian lainnya sesuai dengan potensi, 

permasalahan dan kinerja pengembangan kawasan 

pertanian di masing-masing daerah. 

 

Pasal 9 

Untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan 

pertanian, Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi 

bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan 
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koordinasi dan/atau kerja sama dengan 

Kementerian/Lembaga, lembaga penggerak swadaya 

masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau 

koperasi.  

 

Pasal 10 

Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek teknis kawasan 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan 

diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal yang menyelenggarakan fungsi bidang tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pertanian  Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 

tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 12 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan  Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Nopember 2016 

 

MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

AMRAN SULAIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Desember 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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